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	Abstrcak 


Konflik pertanahan merupakan permasalahan kompleks yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penanganan konflik pertanahan karena berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik pertanahan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, penelusuran literature yang terkait dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam penyelesaian konflik pertanahan. Namun, peran tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala seperti tidak ada etikad baik dari masing-masing pihak serta masih ada pihak yang menolak untuk mengimplementasikan kesepakatan damai. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sinergi antar pihak untuk menciptakan penyelesaian konflik pertanahan yang adil, transparan dan berkelanjutan.
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	Abstract


Land conflicts are complex issues that frequently occur in various regions in Indonesia and impact the social, economic, and political stability of communities. Local governments play a crucial role in resolving land conflicts because they are closest to the community and have authority over regional management. This study aims to analyze the role of local governments in resolving land conflicts and identify obstacles encountered in their implementation. The research method used is a qualitative approach, collecting data through interviews, searching for relevant literature, and documenting relevant parties. The results indicate that local governments play a role in providing preventive and repressive legal protection in resolving land conflicts. However, this role is not yet optimal due to obstacles such as a lack of good faith from each party and the continued refusal of parties to implement peace agreements. Strengthening institutional capacity and increasing synergy between parties is needed to create a just, transparent, and sustainable resolution of land conflicts.
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PENDAHULUAN 
Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, namun juga tempat tumbuh kembang politik, sosial dan budaya masyarakat. Demikian arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :
“ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “
Kemudian pengaturan tentang hak masyarakat diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
“ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun “
Salah satu objek yang diatur dalam hukum Agraria adalah Tanah. Tanah yang diatur oleh hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menentukan : atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hokum.
Tanah merupakan benda mati yang dimana bentuknya akan tetap sama, selain untuk keperluan dalam hal pembuatan rumah, sebagai lahan pertanian, sebagai lahan untuk dibangun suatu perusahaan atau untuk mengembangkan usaha, kita tentu memerlukan tanah. Pasal 385 ayat 1 dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dengan bunyi “ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain “.
Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Adapun kasus pertanahan antara lain terkait masalah status tanah antara tanah negara atau
bukan, masalah kepemilikan tanah antara pemilik yang sah dan yang tidak sah, dan masalah perolehan bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.
Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut tidak sedikit, baik Negara maupun institusicivil society seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab konflik dan pemetaan aspek-aspek social, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara.
Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek social, ekonomi, politik dan cultur alamat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul, dimana secara kwalitas maupun kwantitas semakin meningkat dan memerlukan penangangan yang sistematis. Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan seperti mediasi, fasilitasi dan lainnya kemudian mengemukakan dengan sasaran untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang sarat dengan kepentingan, baik untuk kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.
Kasus pertanahan, dimana tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, bercocok tanam dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi rakyatnya dan untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Secara ekonomis, sengekata itu telah memaksa para pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengeketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Kasus–kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang landreform menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum di bidang landreform sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang melandasinya. Akan tetapi sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, dibandingkan dengan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih menghemat waktu dan biaya.
Konflik tanah selain termasuk dalam tindak pidana, hal mengenai sengketa ataupun permasalahan mengenai tanag juga diatur dan dapat digugat secara perdata. Jika dilihat dari aspek perdata, dapat dijerat dengan perbuatan melawan Hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan  hak  atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah  ataupun  prioritas
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur bahwasannya pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pertanahan serta mengenai urusan penyelesaian sengketa yang menyangkut tanah. Kebijakan yang serupa juga tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Pasal 2 ayat 2 mengenai Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Pertanahan.
Konflik agraria yang terjadi di Kabupetan Luwu Timur, Sulawesi Selatan masih terus berlanjut, yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, petani serta melibatkan beberapa perusahaan. Dilansir dari salah satu situs berita online, pada tanggal 31 Mei 2025 sekita pukul 13.00 WITA, telah terjadi konflik lahan didesa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yang mengakibatkan adanya korban jiwa . Selain itu konflik agraria juga terjadi di wilayah Angkona. Dimana konflik terjadi antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV Reg 2).
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Serikat Petani Sulawesi Selatan menuntut PTPN untuk menyerahkan lahan seluar 1.800 hektar, yang mereka klaim sebagai lahan milik masyarakat atau hasil garapan turun temurun. Melihat banyaknya terjadi konflik terkait agraria di Kabupaten Luwu Timur, sudah seharusnya Pemerintah daerah mengambil peran dalam penyelesaian konflik tersebut. Ketentuan tersebut telah dijelaskan secara khusus terkait kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah yang dijelaskan didalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 Tetang Kebijakan Nasional Dibidang
Pertanahan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah daerah berwenang untuk :
a. Penyelesaikan sengketa tanah garapan
b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan
c. Penyelesaian masalah tanah ulayat
d. Penyelesaian masalah tanah kosong
Berdasarkan uraian masalah, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk	mengetahui	bagaimana	peran	Pemerintah	Daerah	dalam menyelesaikan Konflik pertanahan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan konflik sengketa pertanahan.

METODE 
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Pada dasarnya metode penelitian ini ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam penerapannya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.
Dalam melakukan penelitian adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :
1) Studi Pustaka, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai dasar hukum yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan
2) Studi lapangan, yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati tempat yang berbeda. Dimana pihak yang satu sebagai pencari informasi dan pihak yang lain adalah sebagai pemberi informasi.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi :
1) Data Primer
Yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa hal-hal terkait dengan penyelesaian konflik terkait sengketa tanah.
2) Data Sekunder
Yaitu data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan serta kumpulan-kumpulan Artikel hukum yang mempunyai relevensi dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3) Analisis Data
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan analisis data Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran	Pemerintah	Daerah	Dalam	Menyelesaikan	Konfilk Pertanahan Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Timur
Konflik pertanahan adalah salah satu permasalahan struktural yang terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik ini dapat muncul antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan perusahaan, maupun antarindividu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Bentuk konflik bisa berupa sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, perampasan tanah, hingga konflik penguasaan tanah oleh pihak tertentu tanpa hak serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat. Pemerintah daerah berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam banyak kasus, kehadiran pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dialog memperkecil potensi kekerasan, mempercepat tercapainya kesepakatan, dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan atau pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di hadapan pemerintah pusat atau perusahaan. Ini termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional), kementerian terkait, atau bahkan DPR.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menciptakan keadilan agraria di wilayahnya. Meskipun sebagian kewenangan pertanahan berada di tangan pemerintah pusat atau provinsi, peran aktif dan strategis pemerintah kabupaten tetap sangat diperlukan
dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang berpotensi mengganggu stabilitas
sosial dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena berada di garda terdepan dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan wilayah. Meskipun urusan pertanahan secara administratif menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat, institusi pusat, dan sektor swasta.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan melakukan wawancara/interview terhadap beberapa narasumber/responden pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konfilk Pertanahan Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Timur maka penyelesaian konflik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Konflik pertanahan merupakan salah satu isu agraria yang kompleks dan sering kali menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan keamanan di masyarakat. Konflik ini dapat terjadi akibat tumpang tindih hak atas tanah, ketidaksesuaian rencana tata ruang, ketidakjelasan status hukum tanah, dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atau lokal. perlindungan hukum preventif memegang peranan penting untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan sebelum sengketa terjadi. Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di tingkat lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sistem hukum dan tata kelola pertanahan yang mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan, lebih penting lagi, mencegah timbulnya konflik pertanahan. Melalui	pendekatan	 pencegahan,	konflik	yang	berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan dapat diminimalisir sejak dini. Pemerintah	daerah 	memiliki	tanggung jawab untuk	memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di wilayahnya. Salah satu peran utama adalah menjadi mediator antara pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus atau satuan tugas penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, akademisi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, pengukuran, dan verifikasi data kepemilikan tanah. Banyak konflik terjadi akibat tidak akuratnya data atau ketiadaan bukti hukum. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dinas terkait untuk menyusun peta partisipatif wilayah, melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah sengketa dan membantu legalisasi aset tanah masyarakat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 
Perlindungan hukum preventif merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik pertanahan, terutama di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai pengatur, fasilitator, dan pelindung hak-hak masyarakat dalam pengelolaan tanah. Melalui langkah- langkah seperti penyusunan tata ruang yang partisipatif, pemetaan lahan, penyuluhan hukum, serta penyusunan regulasi daerah yang berpihak kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan minim konflik. Namun, efektivitas perlindungan hukum preventif sangat bergantung pada komitmen politik, kualitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi
antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan keadilan agraria dan mencegah konflik pertanahan yang berlarut-larut.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 22 September 2025 dengan salah seorang responden pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yaitu Bapak Muhammad Attas, S.H. selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa untuk menangani permasalahan konflik terkait sengketa tanah maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam melakukan perlindungan hukum dan menyelesaikan konflik pertanahan, salah satu cara yang harus ditempuh adalah melalui penyuluhan hukum atau membentuk Peraturan Daerah (Perda) serta melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan masyarakat yang berkonflik untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi.
Bapak Muhammad Attas, S.H. selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga menyampaikan bahwa perlindungan hukum preventif itu sangat penting karena fungsinya untuk mencegah konflik terjadi sejak awal, bukan menunggu sampai sengketa muncul. Banyak konflik tanah yang bisa dihindari jika dari awal ada penataan yang baik mulai dari pemetaan lahan, sosialisasi hak-hak atas tanah, hingga transparansi dalam pemberian izin lokasi usaha.
Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik pertanahan. Melalui fungsi mediasi, fasilitasi, penataan ruang, advokasi dan perlindungan hak masyarakat, pemerintah daerah dapat menjadi agen utama dalam menciptakan keadilan agraria dan harmoni sosial di wilayahnya. Namun, untuk melaksanakan peran tersebut secara optimal, dibutuhkan dukungan dari semua pihak: pemerintah pusat, masyarakat sipil, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri. Dengan komitmen bersama dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, penyelesaian konflik pertanahan tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga bisa menjadi momentum memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah di negeri sendiri.
Peran ini hanya akan berjalan efektif jika pemerintah daerah Menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan dengan baik, Menyediakan informasi yang transparan, Menyusun kebijakan berbasis partisipasi, Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta berani menolak atau menunda proyek yang berpotensi merugikan hak masyarakat atas tanah. Perlindungan hukum preventif bukan hanya soal hukum formal, tapi juga komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh warga. Dengan pendekatan preventif yang kuat dan berkelanjutan, pemerintah daerah tidak hanya mampu menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga menciptakan landasan hukum dan sosial yang kokoh bagi pembangunan wilayah yang harmonis dan berkeadilan.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan terkait pertanahan. Dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Luwu Timur, peran pemerintah daerah secara represif mencakup tindakan seperti penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lahan, penyerobotan tanah atau tindakan lain yang menimbulkan sengketa. Pemerintah daerah memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pencegahan (preventif), tetapi juga dalam perlindungan hukum represif, yakni setelah konflik atau pelanggaran hukum  terjadi.  Konflik  pertanahan  khususnya  di  Kabupaten  Luwu  Timur
mencerminkan problematika klasik di Indonesia terkait pengelolaan dan penguasaan tanah. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan menjadi lokasi ekspansi berbagai kegiatan industri, termasuk pertambangan dan perkebunan skala besar. Hal ini seringkali menimbulkan sengketa antara masyarakat lokal (khususnya masyarakat adat atau petani) dengan perusahaan swasta maupun dengan pemerintah sendiri sebagai pemegang kewenangan dalam penerbitan hak atas tanah. Konflik tersebut kerap disertai tindakan kekerasan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik leluhur atau telah dikuasai secara turun-temurun. Dalam konteks ini, perlindungan hukum represif, yang idealnya diberikan setelah terjadi pelanggaran hak, menjadi sangat penting. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau konflik, dan bertujuan untuk memulihkan hak dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
Masalah perlindungan hukum represif di Kabupaten Luwu Timur dalam konteks konflik pertanahan memperlihatkan tantangan besar dalam aspek keadilan hukum dan peran negara. Pemerintah daerah belum memainkan peran optimal sebagai pelindung masyarakat karena berbagai keterbatasan struktural, politik dan hukum. Sementara itu, masyarakat yang berkonflik sering berada dalam posisi lemah dengan akses yang terbatas terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Bapak Muhammad Attas, S.H. selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi, tentunya
pemerintah daerah lebih mengutamakan dan mengedepankan kepada proses mediasi terlebih	dahulu	antara	yang		bersengketa		dan	apabila	tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka dibuatkan berita acara perdamaian sebagai dasar penyelasaian administratif atau memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, seperti melalui bagian bantuan hukum pemerintahan daerah. 
Perlindungan hukum represif merujuk pada upaya negara untuk menjamin perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak-hak warga negara yang telah dilanggar.	Bentuknya	dapat	berupa	penyelesaian	 melalui	jalur		hukum, pengembalian hak, ganti rugi, dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dalam konteks konflik pertanahan, perlindungan hukum represif melibatkan proses penegakan hukum oleh institusi yang berwenang, termasuk peran penting pemerintah daerah dalam menjembatani dan memfasilitasi pemulihan hak pihak yang dirugikan. Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara masyarakat		dan		aparat	 penegak	hukum,	seperti	kepolisian,	kejaksaan,
pengadilan, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Perlindungan hukum represif merupakan bagian penting dari peran pemerintah daerah dalam menangani konflik pertanahan. Saat konflik sudah terjadi dan hak warga negara dilanggar, pemerintah daerah harus bertindak cepat dan adil, menyediakan akses hukum, menegakkan aturan daerah, melindungi warga yang dirugikan, mendorong penyelesaian melalui jalur hukum yang sah. Dengan memainkan peran ini secara optimal, pemerintah daerah turut menjaga keadilan agraria, kepastian hukum dan keamanan sosial di wilayahnya. Melalui pendekatan represif, pemerintah daerah bertujuan untuk menertibkan konflik dan mencegah eskalasi lebih lanjut dengan memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, peran ini harus dijalankan secara adil, transparan, dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau konflik baru. Meski demikian, pendekatan represif sebaiknya dipadukan dengan pendekatan preventif dan restoratif, seperti mediasi dan dialog antar pihak, agar penyelesaian konflik pertanahan dapat lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
II. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenangannya Menyelesaikan Konflik Sengketa Pertanahan
Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam menyelesaikan konflik pertanahan karena sebagian besar kewenangan berada di tangan instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, masyarakat justru lebih banyak mengadukan sengketa ke pemerintah daerah karena dianggap sebagai pihak yang paling dekat. Hal ini menimbulkan beban tanggung jawab yang tidak sebanding dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Konflik dan sengketa pertanahan merupakan masalah kompleks dan multidimensi yang sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik individu, kelompok masyarakat, korporasi, maupun instansi pemerintah. Sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di wilayahnya. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak jarang menghadapi berbagai kendala dan hambatan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber daya maupun tekanan politik dan sosial. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius karena keterbatasan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani konflik pertanahan berpotensi memperpanjang konflik,mengganggu pembangunan dan bahkan memicu instabilitas sosial. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan konflik pertanahan, namun masih menghadapi berbagai kendala yang melemahkan efektivitasnya. Kendala-kendala tersebut berasal dari aspek. Tanpa adanya penguatan kewenangan, sumber daya, dan sistem pendukung, pemerintah daerah akan terus mengalami kesulitan dalam menjalankan peran pentingnya dalam penyelesaian konflik agraria. Oleh karena itu, penyelesaian konflik pertanahan memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi data antar instansi serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa upaya kolaboratif dan kebijakan yang lebih integratif, pemerintah daerah akan terus menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewenangannya secara maksimal untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Jika kendala- kendala ini tidak segera diatasi, maka penyelesaian konflik pertanahan akan terus berlarut-larut, menimbulkan keresahan sosial, menghambat investasi, serta menurunkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Diperlukan langkah sistematis dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kelembagaan, kewenangan dan kapasitas teknis di bidang pertanahan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan wawancara/interview dengan beberapa narasumber berkaitan dengan Kendala Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenangannya Menyelesaikan Konflik Sengketa Pertanahan antara lain :
1. [bookmark: _TOC_250004]Tidak Ada Etikad Baik Dari Masing-Masing Pihak
Konflik pertanahan menjadi salah satu permasalahan struktural yang paling kompleks di Indonesia. Konflik ini seringkali tidak hanya melibatkan dua pihak yang
bersengketa, tetapi juga banyak aktor lain dengan kepentingan yang saling bertabrakan mulai dari masyarakat adat, petani lokal, pengusaha swasta, aparatur negara hingga institusi vertikal seperti BPN dan Kementerian ATR. Di tengah berbagai dinamika tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat sering didorong untuk menjadi penengah dan penyelesai sengketa. Namun, salah satu kendala paling mendasar yang sering dihadapi oleh pemda dalam menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan adalah tidak adanya etikad baik dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik. Kurangnya itikad baik menghambat upaya mediasi, memperkeruh suasana, dan memperpanjang konflik.
Tidak adanya etikad baik dari masing-masing pihak dalam konflik pertanahan menjadi hambatan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kurangnya kemauan untuk berdialog, manipulasi dokumen, mobilisasi konflik dan penyalahgunaan proses hukum memperkeruh situasi dan mempersulit peran pemerintah daerah sebagai penengah. Pemerintah daerah harus berupaya keras menciptakan ruang penyelesaian yang adil, netral, dan partisipatif serta membangun kepercayaan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar konflik pertanahan tidak terus menjadi bom waktu sosial di wilayahnya.
Hasil wawancara peneliti pada tanggal 30 September 2025 dengan salah satu responden pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yaitu Bapak Saing Mais, S.AN. selaku Staf Penata Pertanahan Pertama menjelaskan bahwa salah satu kendala kendala Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan konflik sengketa pertanahan adalah tidak adanya itikad baik dari masing-masing pihak dimana jika salah satu pihak bersikap
tidak kooperatif, menolak hadir atau bersikeras dengan klaimnya tanpa dasar hokum maka tentunya proses penyelesaian nonlitigasi menjadi buntu bahkan terkadang juga setelah kesepakatan dicapai ada diantara salah satu pihak tidak mau menindaklanjuti atau melanggar hasil mediasi tentunya hal ini akan menghambat pemerintahan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum.
2. [bookmark: _TOC_250003]Masih Ada Pihak Yang Menolak Untuk Mengimplementasikan Kesepakatan Damai
Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama karena sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya yang kompleks. Pemerintah daerah sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam proses penyelesaian sengketa sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan tugasnya. Salah satu kendala utama adalah keberadaan pihak-pihak yang menolak mengimplementasikan kesepakatan damai yang telah disepakati sebagai solusi penyelesaian sengketa. Penolakan ini tidak hanya memperumit proses penyelesaian, tetapi juga berpotensi memperburuk konflik dan menghambat pembangunan daerah secara menyeluruh. Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang paling kompleks dan sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang cepat. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum atau litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi dan dapat memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai melalui kesepakatan menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Namun, meskipun kesepakatan damai telah
dicapai, masih ada pihak-pihak tertentu yang menolak untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan tersebut.
Penolakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang jika tidak segera diatasi akan menghambat proses perdamaian dan bahkan memicu konflik yang lebih besar. Salah satu alasan utama penolakan implementasi kesepakatan damai adalah kurangnya kepercayaan antara para pihak yang bersengketa. Selama proses negosiasi, masing-masing pihak mungkin merasa dirugikan atau tidak sepenuhnya mendapatkan haknya. Ketidakpercayaan ini membuat mereka ragu apakah pihak lain akan benar-benar menjalankan isi kesepakatan dengan itikad baik. Dalam sengketa pertanahan, terutama yang melibatkan kelompok masyarakat adat, warga lokal atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar, ketidakpercayaan ini sering kali sangat mendalam.
Sengketa pertanahan biasanya melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, seperti kepentingan warga masyarakat lokal, perusahaan swasta, kelompok adat, dan pemerintah sendiri. Pemerintah daerah harus mampu menavigasi kepentingan yang berlapis ini untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak. Namun, adanya pihak-pihak yang menolak melaksanakan kesepakatan damai menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam meyakinkan seluruh pihak untuk patuh pada hasil penyelesaian.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 30 September 2025 dengan Bapak Saing Mais, S.AN. selaku Staf Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mengatakan bahwa dalam mekanisme penyelesaian konflik pertanahan, pemerintahan daerah berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan secara hukum, dalam artian bahwa keberhasilan dari penyelesaian konflik tersebut sangat bergantung pada kemauan para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa pihak menaati kesepakatan. Akibatnya, penolakan pihak tertentu menyulitkan pemda dalam menegakkan hasil fasilitasi, sehingga menurunkan wibawa lembaga pemerintah di mata masyarakat. Penolakan tersebut sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan yang dianggap tidak mengakomodasi hak atau kepentingan pihak tertentu secara penuh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses negosiasi dan mediasi yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu menciptakan win-win solution yang kuat dan berkelanjutan.
Penyelesaian sengketa pertanahan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, koordinasi antar lembaga sering mengalami hambatan, baik karena perbedaan prosedur, prioritas maupun kepentingan. Hal ini menyebabkan proses penanganan sengketa menjadi terhambat dan berbelit-belit. Ketika ada pihak yang menolak mengimplementasikan kesepakatan damai, pemerintah daerah harus mendapatkan dukungan kuat dari lembaga-lembaga ini untuk menegakkan kesepakatan. Tanpa sinergi yang baik, upaya pemerintah daerah menjadi kurang efektif dan kehilangan kekuatan hukum dalam memaksa pelaksanaan kesepakatan.
Sengketa pertanahan juga kadang dipengaruhi oleh politik lokal dan intervensi dari kelompok-kelompok berkepentingan yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. Pemerintah daerah sering berada dalam posisi sulit ketika harusmenangani pihak yang menolak implementasi kesepakatan damai, terutama jika pihak tersebut memiliki dukungan politik atau koneksi yang kuat. Pengaruh ini dapat menyebabkan pemerintah daerah ragu atau bahkan enggan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kesepakatan, karena khawatir akan menimbulkan konflik politik atau tekanan dari pihak tertentu. Kondisi ini melemahkan posisi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewenangannya. Salah satu faktor penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan adalah partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam konflik. Namun, rendahnya kesadaran hukum dan hak atas tanah di kalangan masyarakat sering menjadi kendala serius. Ketika masyarakat kurang memahami isi kesepakatan damai atau meragukan manfaatnya, mereka cenderung menolak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Pemerintah daerah sering kesulitan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Kurangnya partisipasi ini memperbesar risiko terjadinya penolakan implementasi kesepakatan dan konflik berulang. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan konflik sengketa pertanahan, terutama terkait dengan penolakan pihak-pihak untuk mengimplementasikan kesepakatan damai, merupakan masalah multidimensional yang membutuhkan solusi terpadu.
Pemerintah daerah sering kali menghadapi hambatan serius dalam menyelesaikan sengketa pertanahan karena adanya pihak-pihak yang menolak untuk melaksanakan kesepakatan damai. Penolakan tersebut memperumit proses penyelesaian konflik, menghambat efektivitas kewenangan pemerintah daerah dan mengakibatkan ketidakstabilan sosial serta ekonomi di wilayah terkait. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, meningkatkan pendekatan mediasi yang inklusif serta memastikan adanya dukungan hukum dan sosial yang memadai agar penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kesepakatan damai telah disepakati secara formal, keberhasilan implementasinya tetap menghadapi hambatan signifikan karena adanya pihak-pihak yang enggan atau menolak untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut. Penolakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpercayaan, kepentingan politik atau konflik kepentingan sehingga menyulitkan tercapainya perdamaian yang benar-benar berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu upaya tambahan seperti dialog yang lebih intensif, mediasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan semua pihak berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kesepakatan damai.


KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konfilk Pertanahan Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dalam bentuk perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.
2. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenangannya Menyelesaikan Konflik Sengketa Pertanahan antara lain tidak ada etikad baik dari masing-masing pihak dan masih ada pihak yang menolak untuk mengimplementasikan kesepakatan damai
[bookmark: _TOC_250000]Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka perlu adanya saran sehubungan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konfilk Pertanahan Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Timur maupun Kendala Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Kewenangannya Menyelesaikan Konflik Sengketa Pertanahan sebagai berikut :
1. Dalam upaya meningkatkan efektivitas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelesaikan konflik pertanahan maka perlu memperkuat peran preventif dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan agar potensi konflik pertanahan dapat diminimalisir selain itu Pemerintah Daerah perlu melaksanakan langkah-langkah represif yang bersifat penanganan dan penyelesaian sengketa dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap
pelanggaran yang berkaitan dengan pertanahan serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban ketidakpastian atau kesalahan administrasi pertanahan. Melalui penerapan perlindungan preventif dan represif secara seimbang, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menciptakan sistem penyelesaian konflik pertanahan yang lebih efektif, adil dan berkelanjutan serta mendorong terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan.
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelesaikan konflik pertanahan sudah menunjukkan upaya yang cukup signifikan, namun masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek kelembagaan, koordinasi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah- langkah strategis berupa peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan kapasitas aparatur pemerintah, penyusunan regulasi daerah yang jelas serta pelibatan aktif masyarakat dan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, penerapan sistem informasi pertanahan berbasis digital dan peningkatan transparansi menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian konflik yang cepat, adil, dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mampu mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
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